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KEMEITTERIAN PEREI{CANAAN PEMBANGUNAN NASIOI{ATI

BN)AI{ PERENCANAAIT PEMBANGUNAN NASIONAL

REPT'BLIK INDONESIA

PETUNJUK PEI'TXSANAA.IT

NODIOR. 4/.rUXrllR/SESMEN/O4l2018

TENTANG

PEITYUSUITAN REI{CAITA I{ER.'A KEMENTERIAN/LEMBAGA

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1

balwa untuk melaksalakan amanat Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Pen!'usunan dan Penelaahan Rencana Kerja

Kementerian/Irmbaga, perlu disusun Petunjuk

Pelaksanaan tentang Pen]4-rsunan Rencana Kerja

Kementeriarl./Lembaga;

bahwa Petunjuk Pelaksanaan Nomor

1/JUKLAK/ SESMEN I lO l2Ol7 tentang Pen]'usunan

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga

perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang

Pen)rusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga;

Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);
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2 Peraturan Pemerintah Nomor 4O Talun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Pen,'r,rsunar Rencana Kela darr Anggaran

Kementerian/l€mbaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O10 Nomor 152);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturar Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencalaal Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun

2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 43);

Peraturan Menteri Perencaraan Pembalgunal

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
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Menetapkan

Tata Kerla Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaal Pembangunan Nasional Nomor 6

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perenca-naan Pembangunan

Nasional/Badal Perencanaan Pembargunan Nasional

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor

997],;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pen).usunal dan Penelaahan Rencana Ke{a

Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 1 13);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasiona.l Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Keda Pemerintah (Berita Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 4OB);

MEMUTUSXAN:

PBTUNJUK PEIIIKSAI{AAN TENTAI{G PEITYUSUNAN

RENCANA I(ERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

Menetapkan Petunjuk Pelaksa"naan tentang Penlrusunan

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan

bagian tidak terpisahkan dad Petunjuk Pelaksanaan ini.

PERTAMA



KEDUA Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

KETIGA Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku,

Petunjuk Pelal<sanaan Nomor

1/JUKLAK/SESMEN llO l2Ol7 tentang Penlrusunan

Rencana Kerja Kementerian/Irmbaga, dicabut dan

dinyatakan tidak berlalu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

GELLtrIYNN JUSUF

SEKR.ETARIS KEMENTERHN PERE CAITAAN PEMBAIIGUNAN I{ASIONAL/

SEXRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI{ NASIONAL,



PETTNTJUK PEI,,AIGANAAN

TENTANG

PEITYUSUNAN REI{CAT{A XER.'A KEMENTERIAN/LEHBAGA

I(EMENTERIAN PERENCAI{AAI{ PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIOIIAL

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 4/JUKLAK/SESMEN/04/20 18

TANGGAL 30 APRIL 2018
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BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penl.usunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan dasar pelaksanaan

kegiatan yang akan dita.ksanakar oleh Pemerintah melalui
kementerian/lembaga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembaigunan Nasional,
pen]rusunan RAPBN berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan

ketersediaan anggaran. Dalam kerangka tersebut, serta dalam rarigka

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam

RKP pada level nasional dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja

K/L) pada level kementerial/lembaga menjadi acuan dalam penyusunan

RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakar oleh

Pemerintah melalui kementerian/ lembaga.

Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Irmbaga (Renstra K/L)
lima tahunan serta disusun dengan mengacu pada RKP. Renja K/L memuat

Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator, Prograrn, Kegiatan Pemtrangunan,

Lokasi, dan Kebutuhan Pendalaannya, baik yalg dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi

masyaratat. Renja K/L selanjutnya digunakan sebagai pedoman

penlrusunan Rencana Keia dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

K/L).

Dasar Hukum

1. Undarg Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaal Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintai Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pen]usunan Rencana Pembangunan Nasional;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20lO tentang pen]rusunan

Rencana Ke{a dar Anggarar Kementerian/kmbaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan penganggaran pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahurl 2017
tentang Tata Cara Pen]rusunan dan penelaahan Rencana Kerja
Kementerian/ Irmbaga; dan

6. Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S Tahun 2O1g

tentang Tata Cara Pen)rusunan Rencana Kerja pemerintah.

B. Tujuan

Pen5rusunan Petunjuk Pelal<sanaan ini bertr{juan untuk:
1. memberikan penjelasan mengenai tata cara penyusunan Renja

K/L, baik penJrusunan secara substansi maupun langkah
pengisian Renja K/L; dan

2. menjadi panduan dalam proses pen5 rsunan Renja K/L oleh
kementeriar/lembaga agar tersusun Renja K/L yallg sesuai

dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk
mencapai tu-juan pembangunan nasional.

C Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelalsanaar pen]rusunan Renja K/L ini berisi
tentang penlrusunan Rancangan Awal Renja K/L, penlrusunan
Rancangan Renja K/L, dan Pemutakhiran Rancangan Renja K/L
menjadi Renja K/L, yang mencal<up:

1. hubungar antara RKP dan Renja K/L;
2. kaidah penjrusunan Renja K/L; dan

3. tata cara pen,'usunan Renja K/L dalam formulir dan aplikasi.



D. Waktu Pelaksanaan

PenJ rsunan Renja K/L dimulai sejak Kementerian ppN/Bappenas

menyampaikan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan dalam rangka penrrsunan RKp, sampai
dengan pemutakhiral rancalgan Renja K/L menjadi Renja K/L
berdasarkan Peraturan Presiden tentang RKp.

E. Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Sasaran Pembangunan Nasional adalah kondisi yang ditetapkan
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

2. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang
akan dicapai oleh kementerian/lembaga baik berupa hasil
(outcome) atau dampal< (impact) d,alam ralgka pencapaial Sasaran
Pembalgunan Na sional.

3. Sasaran Program adalah hasii yang akan dicapai dari suatu
program (outcome) dalam rangka pencapaial Sasaran Strategis
yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) progran.

4. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dar:i suatu
kegiatan dalam ralgka pencapaian Sasaran program yang
mencerminkal berfungsinya Keluaran (Output) Kegiatan.

5. Keluaran lOutputJ Program adatah barang/jasa yang dihasilkan
oleh level Eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

Program.

6. Keluaian loutrytl Kegiatan adalah produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkaa oleh level Eselon Il/Satuan Kerja
yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Kegiatan,

7. Sub Outpt-tt adalah bagian dari Keluaran loutryt) Kegtatan, yang
memiliki jenis dan satuan yang sarna.

8. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang

dilakukan untuk menunjang pencapaian Kei;.)ararL toutput)
Kegiatan.

9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif
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dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan

pencapaian Sasa-ran Srategis.

10. Indikator Kinerla Program adalah ukuran kuantitatif dar,/atau
kualitatif yang menggambarkan keberhasilal pencapaian Sasaran

Program.

11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran

Kegiatan.

12. Indikator Out%t Prograrn adalah ukural kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran

(Output) Program.

13. Indikator Output Keglata,] adalah ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaral
(Output) Kegiatar.

14. Arah Kebijakan adalal penjabaran urusan pemerintahan

dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi

Presiden yang rumusannya mencenninkan bidang urusan tertentu
dalam pemerintairan yang menjadi targgung jawab

kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk
mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

15. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang

dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas,

Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas.

16. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk
pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional dan kebijakal Presiden lainnya.

17. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifrkal dan

strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.

18. Kegiatan Prioritas ada.lah kegiatan yang bersifat signifikan dan

strategis untuk mencapai Program Prioritas.

19. Proyek Prioritas adalai proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki
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sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung
pencapaian Prioritas Pembangunan.

20. Prioritas Bidang adalah prograrnlkegiatan/output untuk
pencapaia,n Sasaran Rencana pembangunan Jangka Menengal
Nasional.

21. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/tembaga di
bidang tertentu yang ditatsanakan dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengal menggunakan sumber
daya yang disediakal untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan misinya yalg dilaksanakan instansi atau masyarakat
dalam koordinasi kementeria,n/lembaga yang bersangkutan.

22. Keglat,,r]. adalal nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang

dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang
bersangkutan untuk menunjang Prograin yang telah ditentukan,

23. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan
kepada kementerian/ lembaga

24. Paglf Anggarar Kementerian/kmbaga adalah batas tertinggi
anggaran yang dialokasikar kepada kementerian/lembaga.

25. Alokasi Anggaran Kementerian/l,embaga adalah batas tertinggi
anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada
kementerian/lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan

APBN yang dituangkan dalarn berita acara hasil kesepakatarr

Pembahasal Rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Ralqrat.

26. Kerangka Regrrlasi adalah perencanaan pembentukan regulasi

dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku

masyaral<at dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai

tujuan bernegara.

27. Lokasi adalah lokasi dilaksanakannya kegiatan dan/atau lokasi
penerima manfaat kegiatan sampai dengan kabupaten/kota.

28. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinela
Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA
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adalah aplikasi yang bersifat ueb based yang memuat data
perencanaan, pengangga.ran, dan informasi kinerja.



BAB II

TATA CARA PEI'.ryUSUNAN

RENCANA KERJA KEMENTERIANi LEMBAGA (RENJA K/L)

Mekanisme Pen,'usunan Renja K/L
Penl-usunan Renja K/L merupakan bagian yang tidak terpisahkan di

dalam proses pen]rusunan RKP. Pen]rusunan kedua dokumen tersebut

dilakukan secara paralel, dimana hasil dari rangkaian kegiatan a1<an

saling melengkapi bagi proses yang lainnya. Renja K/L disusun

berdasarkan RKP, sehingga keduanya saling berkaitan dalam proses

penlrusunannya. Dalam penl.usunan Renja K/L juga dilakukan

penelaahan Rancangan Renja K/L sebelum dimutakhirkan menjadi

Renja K/L.

PenJrusunan Renja K/L dilaksanakan secara paralel dengan ralgkaian

penjrusunan RKP. Tahapan pen]rusunan Renja K/L meliputi:

1. penlrusunan Rancargan Awal Renja K/L;

2. pen]rusunan Rancalgan Renja K/L; dan

3. pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L.

Mekarisme pen],.usunan RKP dan Renja K/L terdapat dalam kotak

garis putus-putus pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1

Diagram Proses PenJrusunan RKp dan Renja K/L
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1 Penj.usunan Rancangan Awal Renja K/L
a. PenJrusunan rancangan awal Renia K/L dimulai setelah unit

kerja Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi Mitra K/L
menyampaikan:

1) rancangal Tema, Sasaran, Arah kebijakan, dan prioritas

Pembangunan (Ralcangan Prioritas Nasional darl
Program Prioritas) yalg menjadi penekanan RKp di
tahun yang direncanakan;

2) tanggapan atas rancangan Program, Kegiatan, Keluaral

loutrytl Kegratai, Sub Aiput, Komponen, dan l.okasr

setelah dilaksanakannya Pertemuan Dua Pihak dengan

kementerian/lembaga; dan

3) hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

kementerian/lembaga.

b. Kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (inpufll
mengunggah (uploadl rancatgan awal Renja KIL yar,g

mencakup Program, Kegiatan, Keluaran (Anpuq Keglatan,

Sub Attput, Komponen, darl Lokasi dalam Sistem Informasi

KRISNA.

c. Dalam men)rusun rancangan awal Renja KlL,
kementerian/lembaga memerhatikan RPJMN 2Ol5 - 2Ol9
dan Renstra KIL 2015 - 2019, serta mengacu kepada

Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) besaran ancar-ancar pagu yang yang digunakan dalam
proses penJrusunan rarlcangan awal Renja K/L adalah

besaran anggaran tahun sebelumnya;

2) Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi

kebutuhan wajib (operasiond, mutti Uears contract,

lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan

selebihnya untuk memenuhi kegiatan baru; dan

3) rancangan awal Renja K/L terdiri atas usulan Program

dan Kegiatan yang bersifat prioritas maupun reguler.
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2. Pen5msunan Rancangan Renja K/L
a. Penyusunan rancangan Renja K/L dimulai setelah penetapan

rancangan awal RKP dan Surat Bersama (SB) Menteri
PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu Indikatif
disampaikan kepada kementerian/lembaga.

b. Kementerian/lembaga men]rusun rancangan Renja K/L
dengal memberikan data dan inlormasi ya]lg lengkap darr

benar (ualiQ, dan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
l) anggaran yang digunakan di dalam proses penlrusunan

rancargan Renja K/L menggunakan SB pagu Indikatif
sebagai balas atas;

2) Program, Kegiatar, Sasaran, dall Keluaran (Outpul)

Kegiatan diarahkan untuk mendukung Sasaran

pembangunan dalam Rancangan Awa[ RKp; dan
3) rancangan Renja K/L terdiri atas usulan program,

Kegiatan, Keluararl (Output) Kegialarr, S.tb Output,

Komponen, darr Lokasi yang bersifat pdoritas maupun
reguler. Untuk Kegiatan prioiitas mengacu pada

kegiatan/proyek prioritas yang terdapat di dalam
rancalgan awal RKP.

c. Kementerian/lembaga menualgkan/memasukkan linputl
atau mengunggal (upload) rarLcangan Renja K/L dalam
Sistem Informasi KRISNA.

d. Fokus kementerian/lembaga dalam pen5rusunan rancangan

Renja K/L mencakup:

1) ketepatan rumusan hogram sampai dengan komponen,

serta Sasaran dan indikatornya;

2) ketepatan penardaan (taggin@ Nawacita, 1OO Janji
Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019, prioritas

Nasional, Program Prioritas, Kegiatan prioritas, proyek

Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka

Regulasi;
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3) penajarnan kegiatan dalam rangka memastikan bahwa
komponen kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran
pembangunan;

4) penentuan l,okasi;

5) sinkronisasi pelaksanaan kegiatar (antar K/L, pusat_

daerah, pemerintah, dan swasta), sesuai dengan tugas
dan fungsi serta kewenangannya; dal

6) kesiapan pelaksanaan kegiatan, yang antara lain
meliputi:

a) Kerangka Acuan Ke{a (KAK);

b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);

c) Feasibilifu Shtdy (F/S);

d) Detail Engiraeing Design (DEDI; ata\r

e) rencara pengadaan ranah lland. Acquisition an_d.

Re settlenent plan/ LARAP).

3. Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L
a. Pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L

dilakukan untuk menyempurnakan rancangan Renja K/L
yang mengacu pada peraturan presiden tentang RKp dan
Surat Bersama Menteri ppN/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan tentang Pagu Anggaran.

b. Pemutakhiran rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud
pada huruf a juga dapat dilakukan dalam rangka
mengakomodasi hasil penelaahan rancangan Renja K/L
dalam Pertemuan Tiga pihak lTrilateral Meeting) d,an hasll
kesepakatan forum koordinasi dengan para pihak terkait.

c. Kementerian/lembaga menyesuaikan rErncaJrgan Renja K/L
menjadi Renja K/L yang mencakup:

1) hasil penajaman kegiatan dalam rangka memastikan
bahwa komponen kegiatan dapat menjamin tercapainya
sasaran pembangunan;

2) hasil penentuan Lokasi;
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3) hasil sinkronisasi pelaksalaan kegiatan (antar
Kementerian/l€mabaga, pusat - daerair, pemerintah,
dan swasta), sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangannya;

4) kesiapan pelaksanaan kegiatan, yang antara lain
meliputi:

a) Kerangka Acuan Ke{a (KAK);

b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);

c) FedsibilitV Studg (F/S);

d) Detait Engineeing Design IDEDI atat:t

e) rencana pengadaan tanal, {Land Aquisition and
Resettlement Planl LARAP).

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana

dimaksud pada proses di atas, rancangan Renja K/L
dimutakhirkan menjadi Renja K/L.
Renja KIL yang telah dimutakhirkan
disahkan/ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga untuk
kemudian disampaikan kepada Menteri ppN/Kepala

Bappenas dan Menteri Keuangan.

Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan

kewenangannya sebagaimana dimaksud huruf e kepada
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian atas nama
Menteri atau Deputi Bidang Administrasi atas nama Menteri
atau Sekretaris Utama atas nama Pimpinal L€mbaga.

Ha-l yang Harus diperhatikan dalam pen5msunan Renja K/L
Dalam ralgka pen),usunan dokumen Renja K/L, terdapat substansi
Renja K/L yarrg perlu diperhatikan dan kaidah yang harus dipatuhi,
sebagai berikut:

1. Renja K/L memuat kebijakan, Program, Kegiatan, dan detail
Kegiatan K/L sampai dengan level komponen.

2. Kebijakan sebagaimana dimal<sud angka 1, meliputi:

d

e

f

B
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a. Visi dan Misi (tugas dan fungsi kementerian/ lembaga apabila
Visi dan Misi tidak tersedia);

b. Program kementerian/lembaga yang mendukung Nawacita,

Prioritas Nasional;

c. 1OO Janji Presiden;

d. Prioritas Bidang RPJMN 2015 - 2O19;

e. Sasaran Strategis; dan

f. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Program dan Kegiatan kementerian/lembaga yang sesuai tugas,
fungsi, dan kebijal<al kementerian/lembaga dalam mencapai
Sasarar Strategis yang ditetapkan.

Detail kegiatar mencakup tingkat kedalaman berupa Keluaran
(Outputl, Sub outwr, dan Komponen.

Atribut informasi antara lain mencakup:

a. keterkaitan dengan Nawacita, 1OO Janji presiden, prioritas

Bidang RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional, program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek prioritas, Tematik
(Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi; dan

b. indikator dan target, klasifrkasi kegiatal, indikasi pengadaan

barang/jasa, kewenangan, Kerangka Regulasi, kegiatan baru
aia,u multigears, Lokasi, dan informasi pendalaan.

C. Kaidah Penlrusunan Renja K/L
1. Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Ikgiatarl, Sub Attput,

Komponen, dan l,okasi yang dilaksanakal oleh

kementerian/lembaga seluruhnya dalam kerangka pelal<sanaan

tugas dan fungsi kementerian / lembaga dan/atau penugasan

Presiden.

2. Apabila terdapat penambahal nomenklatur Kegiatan, dibutuhkan
informasi bahwa usulan kegiatan traru tersebut akan mendukung
fungsi, sub fungsi, dan pencapaian Keluaran (Output) ptogtam

yang spesifik.

3. Pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kemampuan

3

4

5
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pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

4. Rumusar Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran

Kegiatan beserta indikatornya disusun dengan menggunakan
pendekatan top-doun (cascading) dan harus terdapat hubungan
logis antara sasaran dengan target yang ditetapkan dalam RpJM,

Renstra K/L, Nawacita, darl direktif Presiden.

5, Peruntukan indikasi pendanaar harus memperhatikan:

a. Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatat, Sub Output,

Komponen, dan Lokasi yang mendukung pencapaian RpJMN,

Rensta K/L, dan RKP;

b. pendanaan diutamakan untuk mendukung pelaksanaan

Nawacita, 1OO Jarji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015-

2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan

Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan

Kerangka Regulasi berdasarkan kapasitas hskal yang tersedia

dan disusun sesuai dengan kaidah penganggaran yang

berlaku;

c. kebutuhan belanja wajib (pegawai dan operasional) harus

dipenuhi;

d. kebutuhan dana pendarnping untuk kegiatan Pinjaman

da-n/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); dan

e. kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat

tahun jamak (multi gearsl.

6. Penuangan sumber dana dalam r€rncangan Renja R/L
memerhatikan hal sebagai berikut:

a. pergeseran alokasi anggaral antar sumber dana tidak dapat

dilakukan;

b. sumber dana yang berasal dari PHLN atau Pinjaman Dalam

Negeri (PDN), agar dipastikan sudah ada loan/ grant

agreement termasuk kewajiban untuk menyediakal Rupiah

Murni Pendamping (RMP); dan

c. dalam hal PHLN atau PDN merupakan sumber dara baru dan

belum ada loan/ grant agreement-nya, maka dipastikan
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alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan
pada tahun yang direncanakal dan sudah tercantum di
Daftar Rencana Pinjaman Prioritas Luar Negeri (DRppLN) atau
Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKppDN).

7. Peningkatan efisiensi dengan membatasi/ mengurangi Komponen
yang bersifat administrasi dalam pencapaian lKel:uaran (Aipu\.

8. Perlu memerhatikan kesiapan Kegiatan yang dapat dilakukan di
tahun yang direncanakan.

9. Memerhatikan pembagian urusan dan kewenangan pusat dan
daerah.

10. Apabila terdapat usulan yang terkait dengan penlrusunan atau
perubahan regulasi, maka perlu dikoordinasikan dengan Biro
Hukum kementerian/lembaga. Kerangka Regulasi mencakup
pembentukan atau perubahan regulasi yang mempunyai dampak
atau keterkaitan dengan kementerian/ lembaga lainnya.



BAB III

FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

A. Sistem Informasi

Dalam proses penlrusunan Renja K/L, setiap kementerian/lembaga

menginput data dan inlormasi melalui Sistem Informasi KRISNA. Fitur
utama da-ri Sistem Informasi KRISNA antara lain:

1. Futlg ueb-based application yang memungkinkan

kementerian/lembaga dapat mengakses website tersebut

kapanpun dan dimanapun melalui perangkat yang terhubung

dengan intemet.

2. Proses otorisasi dan verifikasi pengguna aplikasi untuk
meningkatkan keamanan serta menjaga kerahasiaan data.

3. Memuat data dan informasi Renja K/L yang mencakup:

a. proses penlusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L;

b. data historis Renja K/L; dan

c. dokumen terkait dengan kegiatan yang ada di Renja K/L,
antara lain dokumen hasil koordinasi dan dokumen kesiapan.

4. Menyediakar fasilitas tagging untuk keperluan kebijakan

perencanaan dar penganggaran, antara lain:

a. Nawacita;

b. 1OO Janji Presiden;

c. Prioritas Bidang RPJMN 2Ol5 2Ol9;

d. Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan

Proyek Prioritasj

e. Tematik (Dukungan APBN); dan

f. Kerangka Regulasi.

5. Penjelasan mengenai penandaan (lagging) Sistem Informasi

KRISNA untuk Renja K/L sebagaimala dimaksud pada angka 4,

tercantum dalam ANAK LAMPIRAN I.

6. Menyediakal layanar bagi pal<ai data ldala stain4l1, antar sistem

yang sudah dimiliki oleh kearenterial/lembaga dengan Sistem

Infor8asi KRISNA-
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B. Tugas dan Taaggung Jawab pihak yang Terlibat
Pihak yang terlibat di dalam proses penJrusunan Renja K/L artara lain:
1. Kepala Biro perencanaan kementeriar/ tembaga;

2. Admin Biro Perencanaan kementerian/lembaga;

3. Staf Biro Perencanaan kementerian/tembaga;

4. User kementerian/lembaga (Eselon I dan Eselon II);
5. Direktorat di Kementerian ppN/Bappenas yarlg menjadi mitra

kerla kementerian/ lembaga;

6. Direktorat di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan yang menjadi mitra kerja kementerial/lembaga;

7. Dircktorat Sistem dan prosedur pendanaan pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas; dan

8. Direktorat Sistem penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan.

No, Ttga8 datr Targgung JaEab
1 Kepala Biro

Perencanaan

kementerian/

lembaga.

memastikan Renja K/L yang dikirimkan
(submitl adalah benar (ualid);

melakukan submil Renja K/L dalam
sistem informasi KRISNA; dan

menugaskan 1 (satu) orang stal Biro
Perencanaan kementerian/lembaga

sebagai admin.

b

c

bertanggungjawab penuh serta

2 Admin Biro

Perencanaan

Kementerian/

Lembaga

at user tambahan bagi unit kerja
terkait dan menjamin keamanan
penggunaannya; dan

mengoordinasikan pengumpulan data dan
inlormasi bagi peny'usunan Renja K/L.

b

membu

3 Staf Biro input dan mengubah data seluruhmelakukan

Tabel 1.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab pihak yang Terlibat

Plhak

a.

a.
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No Pihak Tugas da! Talgguag Jawab

Perencanaan unit kerja Renja K/L

4 User Kementerian/

Lembaga

melakukan input data Renja K/L untuk setiap

unit kerja (Eselon I dal Eselon II) yang menjadi

tanggung jawabnya.

5 Direktorat di

Kementerian

PPN/Bappenas

yang menjadi Mitra

KIL b

melakukan penelaahan terhadap Renja

K/L yar,g dikirimkan (submif oleh

kementerial/lembaga yang menjadi mitra
kerjarya sesuai dengan hasil koordinasi;

melakukan valid.asi lApproue/ Reject/ No

Acrioru) terhadap Renja K/L yang telah

ditelaah dalam Sistem Informasi KRISNA;

dan

melakukan usulan (request) untuk
membuka Sistem Informasi sesuai dengan

batas waktu yang telah ditentukan.

c

6 Direktorat

Anggaran-

Direktorat Jenderal

Anggaran,

Kementerian

Keualgan yang

menjadi Mitra K/L

7 Direktorat Sistem

dal Prosedur

Pendanaan

Pembangunan,

Kementerian PPN/

Bappenas

a.

b

c

memastikan Renja K/L yang dikirimkan
direktorat mitra K/L di Kementerian

PPN/Bappenas telah lengkap, sebelum

dikirimkal ke Kementerian Keuangan

sebagai dasar pen,.usunan RKA-K/L;

mengoordinasikan keseluruhan proses

penJrusunan. penyesuaian, dan revisi

terkait sistem informasi Renja K/L; dan

membuka atau mengunci sistem informasi

sesuai dengan kewenangan.

Direktorat Sistem

Penganggaran,

Direktorat Jenderal

Anggaran,

Kementerian

Keuangan

8
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C Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja K/L
1. Format Dokumen Renja K/L

Perubahan dokumen Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA

terdiri atas:

a. Detail kegiatan yang terangkum dalarn satu tabel, yarrg

memberikan informasi komprehensif menggambarkan suatu
perencanaan kegiatan secara utuh, dengan fitur sebagai

berikut:

1) informasi mendalam dari program sampai dengan

Komponen untuk menggambarkan satu proyek/kegiatan

secara utuh;

2) rumusan Sasaran Strategis, program, Sasaran program,

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Keluaran (Attput), serla
komponen yang divalidasi oleh direktorat mitra
kementerian/lembaga di Kementerian ppN/Bappenas

dan Kementerian Keuangan:

3) l,okasi dimana kegiatan dilaksanal<an (per provinsi dar
per kabupaten/kota);

4) informasi terkait kesiapan kegiatan;

5) tagging untuk Nawacita, 100 Janji presiden, prioritas

Bidang RPJMN 2Ot5-2O19, prioritas Nasional, program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, proyek prioritas, Tematik
(Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi; dan

6) informasi kegiatan lama, baru, reguler atau prioritas.
b. informatif, sehingga efektif digunakan sebagai dokumen

perencanaan, pengendalial, pemantauan dan evaluasi
pembangunan;

c. semua dokumen dimuat dalam satu sistem informasi,

sehingga paperless dan dapat menampung informasi sampai
pada detail kegiatan, antara lain: menyimpan dokumen KAK

dan RAB sebagai penunjang untuk melihat kesiapan
kegiatan;



terintegrasi dengan sistem RKA K/L (data shaing) dalarIl

rangka sinkronisasi perencalaan dan penganggaran.

Format laporan Renja K/L mulai Tahun 2019 terdiri atas 3 (Tiga)

bagian utama yang mencakup:

1. Rekap 1: Per-kementerian/lembaga;

2. Rekap 2: Per-Program; dan

3. Rekap 3: Per-Kegiatan.

Format Renja K/L mulai Tahun 2O1g sebagaimana dimaksud di atas

tercantum dalam ANAK IAMPIRAN II, ANAK LAMPIRAN III, dan ANAK

LAMPIRAN IV.

d



BAB IV

PENUTUP

Melalui Petunjuk Pelaksanaan ini, diharapkan pen)nrsunan Renja K/L dapat
dilaksanakan dengan lebih efektif.

Petunjuk Pelaksanaan Pen,.usunan ini dapat digunakan oleb stakehold.ers
sebagai pedoman dalam menyampaikar hal yang menjadi tanggung jawab
sesuai kewenangannya. Petunjuk pelaksaraan ini berlaku sejak tallggal
ditetapkan.

SEXRETARIS KEMEITTERIAIT PEREITCANAAIT PEMBANGUITAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTA,MA BADAN PER"ENCANAAN PEMBANGUITA.TI NASIONAL,

GELLUIYNN JUSUT



ANAK LAMPIRAN I

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04i 20 18

TENTANG PEMUSUNAN RENCANA KERJA

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PENJELASAN MENGENAI PENANDAAN (TAGGINq

SISTEM INFORMASI KRISNA UNTUK RENJA 2019

PENANDAAN ANGGARAN

Penandaan anggaran (budget tagging) merupal<an kewajiban bagi

kementerial/lembaga dalam melakukan pengelompokan outryt

anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kategori

anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

a. Pembangunan Manusia melalui Pengurangar:r Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar (kode 01)

Output yaJ],g dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah

output yarrg mendukung Program Jaminan dan Bantuan

Sosial Tepat Sasaran, Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar,

Program Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi,

Program Pendidikan Vokasi, atau Program Peningkatan

kualitas guru.

b. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman (kode 02)

Output yar,g dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah

output yar,g mendukung Program Pembangunan Wilayah

Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Program Pembalgunan

Perdesaan, Program Reforma Agraria, Prograrn Pencegahan

dan Penanggulangan Bencana, Program Percepatan

Pembangunan Papua, Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

1



atau Program pengembangan Telekomunikasi dan
Informatika.

c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertalian,
Industri, dan Jasa produktif (kode O3)

Output yar,g dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah
output yaJ].g mendukung program pengembangan 3 Kawasan
Pariwisata, Program pengembangar 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Program pengembangar 3 Kawasan Industri
(KI), Program perbaikan Iklim Investasi dan penciptaan

Lapangan KerJa, atau prograrn peningkatan Ekspor Bar.ang
dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi.

d. Pemantapan Ketahanan Energi, pangan, dan Sumber Daya
Air (kode 04)

Output yal:g dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalal
outwt yarrg mendukung program Energi Baru Terbarukan
(EBT) dan Konservasi Energi, atau program pemenuhan

Kebutuhan Energi, program peningkatan produksi pangarr,
Program Pembangunan sarana dal prasatana pertanian
(termasuk irigasi), Program penyediaan perumahan Layak
atau Program Air Bersih dan Sanitasi.

e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesar pemilu (kode
os)

Output yaIlg dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah
output yaJrg mendukung program penguatan pertahanan,

Program Kepastian Hukum, program Stabilitas politik dan
Keamaran, atau program Relormasi Birokrasi.

2. ANGGARAN NAWACITA

menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa atnan pada seluruh warga
negara, mela,lui:

1) politik luar neged bebas aktif;

a
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b

2) melindungi hak dan keselamatan warga negara
Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran;

3) kedaulatan maritim;

4) mengembalgkan industripertahaaannasional;
5) meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDp

dalam 5 tahun kedepan;

6) menjamin rasa aman warga negara dengan membangun
Polri yang profesional;

7) membuat pemerintah tidak absen dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif,
dan terpercaya, melalui:

a) memulihkal kepercayaan publik melalui reformasi
sistem kepartaian, pemilu dan tembaga perwakilan;

b) memperkuat kantor kepresidenan untuk
menjalankan tugas kepresidenan secara lebih
efektif;

c) membangun transparansi tata kelola pemerintahan;

d) memperkuat kantor kepresidenan untuk
menjalankan tugas kepresidenan secara lebih
efektif;

e) meningkatkan peranan dal keterwakilan
perempuan dalam politik darl pemtraagunar;

f) menjalankan reformasi birokrasi; dal
g) membuka partisipasi publik.

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuar, melalui:
1) mengimplementasikan Undang-Undang Desa, sehingga

te{adi pemerataan pembangunan antar wilayah
terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan
perbatasan;

2) penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan
rakyat;

3) Desentralisasi asimateris; da]l
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c,

4) implementasiUndang-UndangDesa.

menolak Negara lemah dengal melakukan reformasi sistem
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya, melalui:

1) membangun politik legislatif yang kuat, sehingga dapat

aktif dalam melakukarr pemberantasan korupsi di
Indonesia, penegakan HAM, perlindungan lingkungan

hidup dan reformasi lembaga penegak hukum;

2) memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

3) memberantas mafia peradilan;

4) pemberantasan narkoba dan psikotropika;

5) menjamin kepastian hukum dan kepemilika! tanah;

6) pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar
dan penambangan liar;

7) pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan
pencucian ualg;

8) metindungi anal<, perempuan dan kelompok masyarakat

marjinal;

9) menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan

terhadap kasus pelanggaran HAM pada masa lalu; dan

10) membargun budaya hukum.

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui:

1) Program "lndonesia Pintar' melalui wajib belajar 12

tahun bebas pungutan;

2) Program kartu "Indonesia Sehat" melalui layanan

kesehatan masyarakat; dan

3) Program "Indonesia Kerja' dan "lndonesia Sejahtera"

yarg akan melakukan reformasi agraris 9 juta hektar

untuk masyarakat tani dan buruh tani, pembangunar

rumah susun bersubsidi, serta jaminan sosial.

meningkatkan produktivitas rakj.at dan daya saing di pasar

intemasional, melalui:

d

e
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1) membangun infrastruktur jalan baru sepanjang

sekurang kurangnya 2.000 kilometer;

2) membangun sekurang-kurangnya 1O pelabuhan baru

dan merenovasi yang lama;

3) membangun sekurang-kurangnya 1O baldara bam dan

merenovasi yang lama;

4) membangun sekurang-kurangnya 10 kawasar industri
baru berikut pengembangan untuk hunian bumhnya;

5) membangun sekurang-kurargnya 5.0OO pasar

tradisional di seturuh Indonesia dan memodernisasikan

pasar tradisional yang telah ada;

6) menciptal<an layanan satu atap untuk investasi, efisiensi

perijinar bisnis menjadi maksimal 15 hari; dan

7) membangun sejumlah Science and Tecnopark di kawasan

politeknik dan SMK-SMK dengan prasarala dan sarana

dengal teknologi terkini.

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor Strategis Ekonomi Domestik, melalui:

1) membangun kedaulatan pangan;

2) mewujudkan kedaulatan energil

3) mewujudkankedaulatankeuangan;

4) mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk

gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen ditiap

sentra produksi tani/nelayan; dan

5) mewujudkan penguatan teknotogi melalui kebijakan

penciptaan sistem inovasi nasional.

melakukar revolusi karakter balgsa, melalui:

1) membangun pendidikan kewarganegaraan;

2) mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem

pendidikan nasional;

3) memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan

pendidikan tinggi;
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4) memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang

Iptek; dan

5) jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama

bagi guru yang ditugaskar didaerah terpencil.

memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia, melalui:

1) membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial

melalui rekonstruksi sosial;

2) mengembalgkan insentif khusus untuk
memperkenalkan darl mengangkat kebudayaal lokal;

3) meningkatkan proses pertukaran budaya untuk
membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya;

4) memperkuat pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan

ruang dialog antar warga; dan

5) restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan
antar warga.
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3. ANGGARAN 1OO JANJI PRESIDEN

a. Pangan, meliputi:

001 irigasi (pembangunan 1 juta ha dan rehabilitasi 3 juta
ha);

002 - bendungan bam (33 Bendungan);

003 desa mandiri benih (1O00 desa);

O04 - desa organic (I000 desa);

0O5 - sawah baru (1juta ha);

006 - lahan pertanian kering baru (1juta ha); dan
OO7 tata niaga impor pangan (5 kebijakan).

b. Energi, meliputi;

OO8 - kilang minyak (2 unit setiap 30O.0OO barel)

oo9 - pembangkit listrik (35.ooo Mw)

010 jaringan gas kota (374.000 SR)

011- produksi biofuel (7 juta K/L)
012- Pembangunan listrik pedesaan (iaringan distribusi

4.477 kr dan gardu distribusi 178,6 MVAI

013 - pipa transmisi gas (6.332 km )

O14 - unit penyimpanan gas (7 Lokasi)

015 - SPBG baru (118 Lokasi)

016 - rasio realisasi terhadap rencana pengboran komitmen
pasti (meningkat 227o dad rencana strategis)

c. Infrastruktur,meliputi:

017 - jalan baru (2.650 km);

O18 - bandara banl (15 Lokasi);

O19 - jalur kereta api (3.258 km,sp);

020 - jalan tol baru (1.00O km); dan

021 - pengadaan bus rapid transit/BRT (3.OOO unit bis).

d. Maritim, meliputi:

022 - memenuhi kekuatan pertahanan minimum (wilayai
Natuna);

023 - peningkatan hari operasi 2T kapal (28O hari per

kapal);
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024 - rehabilitasi pesisir pantura jawal;
O25 rehabilitasi pesisir panrura jawa;

026 - pembangunan kapal perintis dan penumpang (9 unit)
027 - sertifikasi cara budidaya ikan yang baik/CBIB (14.OOO

unit);

028 - rute perintis (27 voyage);

O29 - kapal perikanan > 30 cl (125 unit);
O3O - pengembangan kebun bibit rumput taut (133 sentra);

031 - jumlah perundingan perbatasan (12 pemndingan);

032 - sinkronisasi data kawasar konservasi perairan (7OO

h.);

033 - pembangunan lapangan container (1O Lokasi
pelabuhan); darl

O34 - pengerukan pelabuhan Belawan Medan.

Kesehatan, meliputi:

035 - Kartu Indonesia Sehat (86,4 juta kartu);

036 - penetapan iuran baru jaminan kesehatan nasional
(JKN);

037 - pelayanal puskesmas sesuai stardar (6.000

Puskesmas);

038 - Nusantara sehat (480 tenaga kesehatan);

O39 - pelayanan kesehatan bergerak (150 kab/tota);

040 - rumah sehat (5O.OO0 unit);
041- Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAl)/Instalasi

Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat dan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) regional (4 SpAL/IpAL dan 2

TPA);

042 - sistem penyediaan air minum/SPAM (regional 4 tokasi
dan IKK ll Lokasi);

043- persaJinan di lasilitas kesehatan - Pf (2.98O.1O2 ibu
bersalin (58% dari target 75%);

O44 - imunisasi dasar bayi < 1 tahun (91%);

O45 r pengobatan kasus HIV (52,5%);

8-
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046 - eliminasi m alarla (225 kab/ kota) i dan
O47 sarana prasarana olah raga (6a fasilitasi).

f. Pendidikan,meliputi:

048 - data dan sistem informasi pendidikan di Kementerian
Agama;

O49 - sistem informasi pendidikan berbasis spasial
Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;

O5O - rehabilitasi sekolah (6.623 ruang SD, 3.079 ruang
SMP, 131 paket SMA, 130 pa.ket SMK);;

O51- pembangunan unit sekolah baru/USB (1S unit SD,

197 unit SMp, 60 unit SMA, 35 unit SMK);

O52 - pembargunan rlrang kelas baru (2.615 ruang SD,

2.151 ruarg SMP, 1.858 ruang SMa, 3.100 ruang
SMK);

053 - Kartu Indonesia Pintar/ KIp (18.485.270 kartu);
O54 - beasiswa S-1 dalam negeri (257.308 mahasiswa);

055- kurikulum muataa lokal (13O buku pelajaran dan 9
model kurikulum);

056 - subsidi untuk ilmu pengetaiuan dar teknologi
unggulan (12.584 laporan hasil penelitian);

057 - tunjangan khusus Kementerian Agama (3.943 guru);
dan

O58 - tunjangan khusus Kementerian pendidikan dan
Kebudayaan (52.375 guru pendidikan dasar, 7.116
gunr pendidikan menengah dan 1.900 guru
pendidikan ana_k usia dini/pAUD).

g. Kemiskinan,meliputi:

059 - rumah kampong deret (20.00 rumah swadaya);

060 penanganan kawasan pemukiman kumuh (56

kab/ kota);

061 - rumah sejahtera (SS.0OO unit);
062 - pelatihan keterampilan gratis (1OO kabupaten);
063 - subsidi pangan/raskin (1S kg per keluarga per bulan);
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064 - jaminan sosial tenaga kerja (36.195.298 pekerja formal
dan 3.600.000 pekerja non formal);

065 - kartu keluarga sejahtera (16. 340.897 kartu);
066 - jalan dan j alur air (122 kabupaten tertinggat);
067 - Peraturan Menteri ESDM tentang pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat sekitar tarnbang;

068 - redistribusi asset lahan (4,S juta ha); dan
069 - legalisasi asset lahan (4,5 juta ha).

h. Reformasi Birokrasi, meliputi:

07O - penyelesaian tata organisasi dan tata kerja (47

kementerian/lembaga dan lembaga non
struktural/LNS);

071 - kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai
(354 kab/kota);

O72 - diklat manajemen pembangunan, kependudukan darr

keuangan daerah (89 ar,gkatar, /2.620 oraary)i

O73 pelayanan terpadu satu pintu (plsp) terhubung sistem
pelayanan informasi dan perijinan investasi secara

elektronik (SPIPISE) dan tracking system (SO

kab/kota);

074 - unit kerJa instansi pemerintah dengal predikat

wilayah bebas korupsi (WBK)/Wilayah birokrasi bersih

[WBB) (9 k€menterian/lembaga);

075 - penyederhanaan proses perizinan pos, telekomunikasi,
dan penyiaran (8 peraturan menteri komunikasi dan
informatika);

076- Gouemment Public Relation/GpR (seluruh

kementerian/ lembaga/ daerah) ;

O77 - rekomendasi percepatan jangka waktu proses

perizinan investasi (40 rekomendasi);

078 - hasil pengembangan teknologi di industri (3 protorype

pada tahun 2017);

O79 revitalisasi industri pupuk (5 pabrik);
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O8O - restrukturisasi mesin peralatan (2O IKM di wilayah I
dan 12 IKM di witayah III);

081 - pembangunan rusuna'wa peke{a pada kawasal
industri {5 tower bloclc di 2 kawasan industri);

O82 - pembangunar kawasan industry baru (5 kawasan di
wilayah I dan 5 kawasan di wilayah III);

O83 - peningkatan akses transportasi padwisata (25

kawasan strategis pariwisata nasional/KSPN);

O84 - kemitraan pengelolaa-n jasa lingkungan wisata alam
(10O unit); dan

085 - akses broad.band internet (4.OO0 Lokasi).

i. Perdagangal,meliputi:

086 - pembangunar pasar tradisional.
j. Desa, melipuLi:

OA7 redistribusi dana desa di 50 kab/kota.
k. Hutan, meliputi:

O88 - peningkatan populasi satwa yang terancam punah
(meningkat 2olo dari data dasar tahun 2013); dan

089 - rehabilitasi hutan di kesatuan pengelolaan hutan
(KPH) dan lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS)

prioritas (2O0.O00 ha).

l. Tekrologi,meliputi:

O90 - penataan frekuensi (refarmingl;

O91 - Palapa ring (51 kab/kota);

092 - pengintegasiar perpanjangan merk dan ha]< cipta
dengan sistem informasi pendapatan Negara bukan
pajak ontine/ simponi; dan

093 - membangun scbnce dan tectno park (a STpl.

m. Anak dan Perempuan, meliputi:

O94 - kegiatan komunikasi informasi dan edukasi tentang
pencegahan seksual pada anak.

n. Kaum marjinal, meliputi:
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O95 - Rekomendasi sinkronisasi peraturar yang belwn
berperspektif hak asasi manusia (HAM) ketompok

rentan (16 rekomendasi); dal
096 - Penetapan Desa Adat (S0 desa di S provinsi).

o. Undang-Undang

097 - Pemantauan isu krusial da_lam pembentukan dan
revisi peraturan perundang-undangan.

p. Internasional

O98 - Forum multilateral isu pembangunan ekonomi,

keualrgarr darr lingkungan hidup (85 % posisi

Indonesia diterima).

q. Kawasan Perbatasan

099 - Pengembangan kawasan pos lintas batas Negara

(PLBN) terpadu (7 kawasaa); dan

1OO - Desa broadband tetpadu (5O desa).

4. ANGGARAN TEMATIK (DUKUNGAN APBN)

Dalam penjrusunal RKA-K/L terdapat kewajiban untuk
mengkategorikan suatu Keluaran (output) ke dalam tema APBN.

Pengkategorian ke dalam jenis tema APBN berada pada level oulpu,
kegiatan. Tema APBN adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Infrasl ruktur
Arggaran infrastruktur merupakan anggaran yang
dialokasikan untuk mencapai Keluaran (output) yarrg
merupakan barang berwt-rjud dal/atau berupa jaringan.

Alokasi anggaran infrastruktur dapat berada pada semua

kementerian/lembaga. Dalam pengalokasiannya, €rnggaran

infrastruktur umumnya termasuk dalam jenis belanja moda1.

Contoh Keluaran (output) inlrastruktur adalah
gedung/bangunan, jalan, jembatan, bangunan, jaringan

irigasi, infrastruktur ketenagalistrikan, re1 kereta api,
ba-ndara, pelabuhan, dan lain-lain.

b. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangula-r (KSST)
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C

Klasihkasi anggaran tematik KSST pada proses

pelaksanaannya terbagi atas:

1) Kerjasama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerjasama antara
Indonesia dengan negara yang sedang berkembang
melalui mekanisme saJing belajar, berbagi pengalaman

terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai
kesejahteraan bersama.

2) Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan
(KSS) yang melibatkan mitra kedasama pembangunan.

Dalam pelatsanaannya, jenis komponen kegiatan dalam
rangka pembiayaan program KSST Indonesia antara lain,
namun tidak terbatas pada: pelatihan/lokakarya,

sell'i'rarf:,|orkshoA bantuan barang/peralatan, paket

kegiatan KSST, pengiriman tenaga ahli, beasiswa, pertemuan

koordinasi. Identifikasi dilakukan terhadap kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian output dalam rangka
KSST.

Anggaran Responsif cender (ARG)

Penerapai ARG adatah dalam rangka mendukung
terwujudnya keadilan dar kesetaraar gender, dimana
kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung
jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk
berperar dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta
kesamaan dalam menikmati hasit pembangunan. Gender

disini bukan melihat perbedaan yang ada antara taki-laki dan
perempuan semata, namun bagaimana interpretasi kita
terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian dijadikan
dasar dalam mengambil kebijakan/tindakan yang
proporsional.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat
dilal<ukan dengan analisa gender, yang melihat dari empat
aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, d,an $ranfaat. Output
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dalam rangka mengurangi/menghilangkal ketidaksetaraan
gender (isu gender) dapat dikategorikan dalam tema ini.

d. Mitigasi perubahan iklim

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah anggaran
pemerintah untuk mendanai kegiatan dan menghasilkan
keluaran (output) yarrg ,r,endorong tercapainva:

l) Pen urunan emisi GRK;

2) Peningkatan kapasitas untuk menyerap emisi GRK;

3) Stabilisasi/konservasistokkarbon.

e. Anggaran Pendidikan

Altput yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah

output dalarr' kegiatan yang termasuk dalam fungsi
pendidikan. Tidak termasuk dalam tema irti adalah output

untuk membiayai pendidikan kedinasan yang dimiliki
kementerian/lembaga.

f. Anggaran Kesehatan

Output yar,g dapat dikategorikan dalam tema ini adalah

output dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi
kesehatan.

g. Adaptasi Perubahan Iklim (API).

Adaptasi Perubahan lklim adalah penyesuaian dalam sistem

alam atau sistem buatan manusia untung menjawab

rangsangan atau pengaruh iklim, baik yang bersifat aktual
maupun perkiraal, dengan tujuan mengontrol bahaya yarrg

ditimbulkan atau memberikan kesempatan yang

menguntungkan. Adaptasi juga didefinisikan sebagai usaha

alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi

dampak perubahan iklim yang sudah terJadi atau yarrg

mungkin terjadi.

Penandaan anggaran adaptasi perubalan iklim adatah

sebuah sistem yar1g dirancang untuk mengidentifikasi jenis
pengeluaran untuk membiayai kegiatan yarg berkaitan

dengan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran ini
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ditakukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam tahapar
penln-rsunan anggaran melalui format RKA-K/L. Namun, perlu

diperhatikan bahwa penandaan Anggaran Adaptasi

Perubahaa lklim bukan menjadi dasar untuk pengajuan

alokasi anggaran baru atau tambahan.

Dalam pelaksanaannya, untuk mengkategorikan suatu oulput

ke dalam kategori keluaran (A)tputl yang mendukung

Prioritas Nasional, Nawacita, Janji Presiden, dan tematik

APBN yang ada, dilasilitasi dalam aplikasi Sistem Informasi

KRISNA saat penJrusunan Renja K/L. Penaldaan dilakukan

ketika melakukan perekaman outryt kegiatar! Penandaan

anggaran ini bersifat wajib untuk dilakukan oleh

kementerian/ lembaga dan apabila tidak dilal<ukan proses ini,

maka kementerian/lembaga tidak dapat melanjutkan

pengisian aplikasi ke langkah berikutnya.



ANAK LAMPIRAN II

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04/20 18

TENTANG PEMUSUNAN RENCANA KER.IA

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

R.IXAP 1: TEMENTERIAN/LEMBAGA

RENCANA TERJA TEUENTIRIAN/LEIIIBAGA (REN.'A.KLI

TAHUN ANGGARAX 2019

1. KcmenteriaD/Lembaga : ...

2. VISI : ..,

3. MISI : ..'

4- Prlorltaa llasional

Prioritas Nasional 1

Prioritas Nasional 4

I(ode Prioritaa Naslonal Alokasi 2O19(Rlbul

Total
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5. Sasaran Strategia dan Indlkator KiDerJa Sasaratt StrategiE K/L

6. Program daE Peldanaan

Sasaran Strategis 1

lndikator Kinerja Sasaran

Stratcgis KL 1. 1

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis KL 1.2

Indikator Kineda Sasaran

Strategis KL 2. 1

Program

1

Kode sasara! Strategls/ Indikator KinerJa Sasaraa Strategls K/L Target 2O19
Alokasi 20l9

(Ribul

Sasaran Strategis 2

Total

Kode Program

Indlkasl Pendanaar Tahua 2019 Prakiraan

Kebutuha(Rtbul
Ruplah

Plr{iaEan Hibah
PNBP PDN SBSN BLU Total

RMP PLN RTUP HLN HDN 2020 2o2L 2022

Program

2

Total
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C

KETERANGAN REKAP 1: KEMENTERIAN/LEMBAGA

Visi

Bagian ini berisi informasi tentang visi dari kementerian/tembaga

terkait sesuai dengan yang tercantum di da-lam Renstra K/L, Visi

merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh

kementeriar/lembaga. Apabila tidak terdapat visi maka dapat diisi

tugas & fungsi kementerian/lembaga.

Contoh: Vtsi Kementeian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakAat

'Terurujudnga Infiasttuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rqkgat

gang Handat datam Mendul ng Indonesia gang BerdaulaL Mandii, d.an

Berkepribadian Berland.askan Gotong Rog ong'.

Misi

Bagian ini berisi informasi tentang misi kementerian / L€mbaga terkait

sesuai dengan misi yang tercartum dalam dokumen Renstra K/L. Misi

men.rpakan upaya yarg akan dilaksanala-n untuk mewujudkan visi,

baik mencakup kondisi internal maupun ekstemal yang dihadapi oleh

kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, misi yang dicantumkan

kementerian/lembaga harus selaras dengan tujuan
kementerian/lembaga tersebut. Apabila tidak terdapat misi maka dapat

diisi tugas & fungsi kementerian/lembaga.

Contoh:

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakgat:

1. mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaga air termasuk

sumber daqa maitim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatqn

A. Kementerian/ kmbaga

Bagian ini berisi inlormasi tentang nama kementedan/lembaga yang

bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 20 19.

Contoh: Kenenteian Pekerjaan Umtm dan Perumahan RakAat.
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D

pangan, ddn keddulatan energi, guna mertggemkkan sektor

strqtegis ekonomi d,omestik datam rangka kemandirian ekonomt.

2. mempercepat pembangunan infra,struktur jq.lan unhtk mendubtng

konektioitas guna meningkatkan produktiuitas, efisiensi, dan
pelaganan sistem logi,stik no.sional bagi penguatan daga saing

bangsa di tingkup global gang berfolats pada keterpaduan

konektiuitas

3, mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan
perumahan rakAat untuk mendulatrug lavanan infrastrukhr da,sar

gang lagak dalam rangka mewujudkan k.talitas hidup manusia

Ind.onesia sejalan dengan prinsip infra,struktur untuk semua.

4. mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakgat secara terpadu dai pinggiran diduhtng industi
konstruksi garq berlanalitas untuk keseimbangan pembangunan

antardaera\ terutama di kawa.so,n tettinggal, kawa,san perbatasan

5. meningkatkan tata kelola sumber daga organisctsi bid.ang pekerjaan

umum dan perumalan rakAat Vallg mefuxtti sumber daga manusia,

pengendalian d-an pengauasan, kesekretaiatan serta penetitian

dan pengembangan unhtk mendulcttng fungsi manajemen.

Prioritas Nasional

1. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang nomor kode dari Prioritas

Nasional yang didukung oleh kementerian/lembaga terkait pada

tahun 2019. Kode merujuk pada nomor umt Prioritas Nasional

(o 1-os).

2. Kolom Prioritas Nasional

Berisi informasi tentang nama Prioritas Nasional yang dalam

pencapaiannya didukung oleh kementerial/lembaga terkait sesuai

dengan yang tercantum di dalam RKP Tahun 2019.

Prioitas Nasionat Tah n 2019:
q, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemi.skinan d.an

Pe ning katan PelaA anan D as ar
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b. Pengurangan Kesenjangan AntanxilaAdh melalui Penwqt@n

Kone ktiuit as d. qn Ke maitiman

c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pefianian, Industi,
dan Ja.sa Produktif

d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daga Air
e. Stqbilitas Keamanqn Nosionc'l ddn Kesuksesan. Pemjhr.

Kolom Alokasi 2019 (dalam satuan ribu Rupiah)

Bagian ini berisi informasi tentang alokasi anggaran yang

diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk mendukung

pencapaian setiap Prioritas Nasional. Satuan biaya dituliskan

dalam ribu Rupiah.

Contoh:

q. Rp 25.OO0.OO0;

b. Rp 25.OOO.O0O,-

Jumlah (totat) - Rp 50.O00.OOO,-

Sasaran Strategis

1. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang kode nomor dari Sasaral

Strategis yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga terkait
pada tahun 2019.

2. Kolom Sasaran Strategis

Bagian ini berisi inlormasi tentang uraian sasaran strategis yang

akan dicapai oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan

yang tercantum di dalam dokumen Renstra K/L.

Contofu Sasaran Strategis Kementeian Pekerjaan Umrm d.an

Perumallqn Rakgat:

a. MeningkatnAa keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR

qntor d.aerah" antar sektor, dan antar tingkat pemeintalan
di.dukung industi konstruksi gang berls)alita-s;

b. MeningkatnAa dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan,

d.an ketalnnan energi;

E
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c. Meningkatnga dulqngan konektivita.s bagi penguatan daAa

saing;

d.. Meningkatnga dulatngan laganan infra.struktur dasar
permukiman dqn perumahan,

3. Kolom Indikator Kineda Sasaran Strategis K/L
Bagian ini berisi informasi tentang uraian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis K/L terkait sesuai dengan yang tercantum di
dalam dokumen Renstra K/L. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian Sasaran Strategis Kementeriar/Lembaga.

Contoh:

a. Sasaran Strateqis:

Meningkatnga keterpaduqn pembangunan infrastruktur pUpR

antqr daerah" antqr sektor, dan antar tingkat pemeintatlan

didulatng industi konstruksi gang berhtalitas.

lndikator Kineria So.saron Strateqis:

1) indeks ra.sio duhtngan infra.struktur pupR terhadap

keterpaduan pengembarLg an ka ut asan;

2) tingkat keterpaduan kebijakan, perenconaan,

pemrogramqn terhadap penganggaran pembangunan

bid.qng PUPR;

3) tingkat pengendqlian pelaksanaan konstruksi nosionql.

b. Sa.sarqn Strateqis:

MeningkatnAa dulanngan laganan infrastruktur d.asar

permuhiman d.an perumahan,

Indikator Kineri a Sa'so,ran Strateais :

1) tingkat lagonan inJrastruktur dasar permukiman d,an

perumalwn;

2) tingkat b)alitas dan calanpan pelaganan infra,struktur

pennukiman;

3) tirLgkat penerulhan petumahan gang laAdk huni bagi

tumah tan4 g a berpenghasilan rendalu

4. Kolom Target 20 19
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Bagian ini berisi informasi tentang target yalg a1<an dicapai dari
suatu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang al<ar dilaksana-l<al

oleh kementerian/lembaga terkait pada tahun 20 19. Target berisi

angka-angka dan satuannya.

Contoh:

Sa.saran Strateai,s:

MeningkatnA a. keterpaduan pembangunan infrq.struktur pUpR qntar

daerat, antar sektor, d.an antar tingkat pemeintah_an didul<ung

industi konsttuk si g ang berkualitas.

Tarqet Indikator Kineria Sasaran Strateqis:

80 (iruleks)

4OO km

Kolom Alokasi 2019 (dalam satuar ribu Rupia}l)

Bagian ini berisi inlormasi tentang alokasi anggaran yang

diusnlkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk setiap Sasaran

Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019. Satuan biaya
dituliskan dalam ribu Rupiah.

Contoh:

a. 1.662.835,6 ribu Rupiah

(Al.oka-si qnggaran untuk mendulcung pencapaian Sasaran

Strategis 'Meningkatnga keterpaduqn pembarlgunan

inlrastntktur PUPR antdr daeral\ antar sektor, dan antar
tingkot pem.eintahan didula.mg industi konstruksi gang

berlealitas" );
b. 31.515.691 ibu Rupiah

(Alokasi anggaran undtk mendukltng pencapaian Sosaran

Strategis " Meningkatnga duht ngan ketahanan air, ked.aulatan

pangan, dan ketahanqn energi");

c. 42.143.834,1 ibu Rupiah

(Alokasi arLggaran untuk mendukltng pencapaian Sasaran

Strategis "Menirqkatnvd dukungan konektiuitas bagi
penguatan dag a saing' ) ;

d. 25-786.164,6 ribu Rupiah

-7 -
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(Alokasi qrlggaran unhtk mend.uhing pencapaian Sasa:ral

Strategi.s *Meningkatngct dubtngan laAanan infrastruktur
da.sar permtkiman dan perumahan").

F. Program dal Pendanaan

Bagian ini menjelaskan tentang rekapitulasi alokasi program
berdasarkan sumber pendanaan dalam satu kementerian/ lembaga

terkait.

1. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang kode program yang akan
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada tahun 20 19.

Contoh: Kod.e Progrqm: 07

2. Kolom Program

Bagian ini berisi informasi tentang Nama program yang akan

dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian

Sasaran Strategis.

Contoh: Program Pembinadn dan Pengembangan Infrasttuktur
Permukiman,

3. Kolom Indikasi Pendanaar Tahun 2019

Bagian ini berisi informasi tentang besaran anggaran yang

diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait dengan

menggunakal satuan ribu Rupiah.

a. Kolom Rupiah

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran

yang bersumber dari Rupiah murni pada tahun 2O19.

b. Kolom Rupiah Murni Pendamping (RMP) Pinjaman

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan arggaran
yang bersumber dari Rupiah Murni yang mendampingi
pelaksanaan PLN pada talun 2019.

c. Kolom Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran

yang bersumber dari PLN pada tahun 2019.

d. Kolom RMP Hibah
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Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan alggaran
yalg bersumber dari Rupiah Murni yang mendampingi
pelaksanaan Hibah pada tahun 2019.

e. Kolom Hlbah Luar Negeri (HLN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran
yang bersumber dari HLN pada tahun 2019.

f. Kolom Penerimaan Negara Bukan Pajal< (pNBp)

Bagial ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran

yang bersumber dari PNBP pada tahun 20 19.

g. Kolom Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggatan
yang bersumber dari PDN pada tahun 2019.

h. Kolom Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran

yang bersumber dari SBSN pada tahun 20 19.

i. Kolom Badan Layanan Umum (BLU)

Bagial ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran

yang bersumber dari BLU pada tahun 20 19.

j. Kolom Total

Bagian ini berisi informasi tentang jumlah seluruh usulan
anggaran tahun 2019 (Rupiah + RMP Pinjaman + pLN + RMp

Hibah + HLN + PNBP + PDN + SBSN + BLU)

Kolom Prakiraan Kebutuhan (da1am satuan ribu Rupiah)

a. Kolom Tahun 20 19

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran
kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 20 19.

b. Kolom Tahun 2020

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran

kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 2020.

c. Kolom Tahun 2021

Bagian ini berisi informasi tentalg perkiraan besaran

kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 2021.
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PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04l2O 1 8

TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

RENAP 2: PROGRAM I(EMENTERIAN/LEMBAGA
RENCAITA KER.IA KEMTI{TERIAIT/LEMBAGA (R.EITJA-KLI

TAIIUN A.ITGGARAN 2()19

1. Ketrenterian/Lenbaga :...
2. SaEera! Etrategls K/L yatrg didukung : ...
3, Program : '..
4. Untt Organl8asl (Eselon Il : .'.
5. Priorltas l{asloral : '..

Prioritas Nasional I99

Program Prioritas 1. 1

Prograrn Prioritas 1.2

Prioritas Nasional 299

Program Prioritas 2. 1

Kode PrlorltaE NaBiolal/ Program Prioritas Atokasi 2(}lg(Ribu)

Total



2

6. Saaaran Prograta (Outcom.el dar Indlkator Klnerja PrograE (IXp)

7. Output Ptogra@ dan Iudlkator Output Ptogrg:,tr

99 Sasaran Program \outcome) 1-1

Indikator sasaran program 1.1.1

Indikator sasaran program 1.1.2

99 Sasaran Program (outcomel 1.2

lndikator sasaran program 1.2.1

Indikator sasaran program 1.2.2

Attput Program 1

Indikator Output Prograrn 1.1

Indikator Attput Prograrn L.2

Kode Sasaran Program/ Iadtkator KinerJa ProgratE (IKPI Target 2()19 Alolast 2019 lRibul

Total

Kode Output Program/ Indi&ator Output Pro8ram

Total



a. Neglqtai daa, Pendauaaa

Kegiatan

1

Kegiatan

2

Kode Keglatan

Ildikasi Pettdanaan Tahuu 2O19 Prakiraan

Kebutuhan(RibulRuplah
PlnJaman Hibah

PNBP PDIT SBSI{ BLU Total
RMP PLN RMP HLN HDN 20.20 2o.2L 2022

Total
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B

D

E

KETERANGAN REKAP 2: PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sasaran Strategis K/L yang didukung
Memuat Informasi Sasaral Strategis Kementerian/Irmbaga
didukung oleh pencapaian kinerja program dari unit organisasi.
Contoh: menirLgkatnAa dula)ngan laganan infrastrukh$
pe mukim an d.an perumaf;aTn.

akan

yang

dasar

Unit Organisasi (Eselon I)

Memuat Informasi nama Unit Organisasi dalam kementerian /lembaga
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dari Renja K/L.
Contoh: Dtrektorat Jertd.eral Cipta Karya.

Prioritas Nasional

1. Kolom Kode

Dalam kolom kode, memuat informasi nomor kode dari prioritas

Nasional da-lam RKP yang didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I)

Kementerian/ Lembaga pada tahun 2019.

2. Kolom Prioritas Nasional

Prioritas Nasional, memuat informasi Prioritas Nasional yang

dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Orgarisasi (Eselon I)

kementerian/lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam

A. Kementerian/Lembaga

Memuat Informasi narra kementerian/lembaga yang
melaksanakan Renja K/L.
Contoh: Kenenteian Pekerjqaan (Jmum dan perumahan Rakuat.

C. Program

Memuat Informasi nama program yang akan dilal<sanakan oleh unit
organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Contoh: Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastntkfilr
Permukiman-



3

dokumen RKP 2019.

Prioitq.s Na-sional Tahun 2019 meltputt:

a. Pembangunan Manusiq melalui Pengurangan Kemi_sktnan dan

Pening kat an Pelag anan D as ar ;
b. PerLgurangan Kesenjangan AntaruitaA(rh melalui Penguatan

Konektiuitas d.an Kemaritiman;

c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industi,
d.an Ja.sa Produkiif;

d. Pemantqpan Ketahanan Energi, Pangan, d.an S\mber DaVa Air;

dan

e. Stabilitas Keamanan Na.s[ono.l dan Kesuk.sesan Pemilu.

Kolom Program Prioritas

Program Prioritas, memuat informasi Program prioritas yalg
dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I)

kementerian/lembaga sesuai dengan yalg tercantum da,lam

dokumen RKP 2019.

No. Prioritas Nasional Program Prioritas

1 Pembangunan Manusia

melalui Pengurangan

Kemiskinan darr

Peningkatan Pelayanan

Dasar

Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

Peningkatan Pelayanar Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Pemerataan Layanan Pendidikan

Berkualitas

Peningkatan Akses Masyarakat

Terhadap Perumahan dan

Permukiman Layak

Peningkatan Tata Kelola Layanan

Dasar

1

2

3

4

5

2 Pengurangan Kesenjangan

Antarwilayah melalui

Penguatan Konektivitas

1. PeningkatanKonektivitas

2. PengembanganTelekomunikasidan

Informatika

Program Prioritas 2019 adalah:
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dan Kemaritiman 3. Pengembanga-n Pusat Kegiatan di
Wilayah Timur dan Pembangunan

Desa

4. Pembangunan Daerah Ahrmasi

5. Pembangunan Konektivitas untuk
Mendukung Sektor Unggulan Hulu-
Hilir Perikanan

3 Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi melalui

Pertanian, Industri, dan

Jasa Produktif

1

2

Peningkatan Ekspor dafr Nilai

Tambah Pertanian

Percepatan Peningkatan Nilai

Tambah Industri Pengolahan

Peningkatan Nilai Tambah Jasa

Produl<tif

Percepatan Peningkatan Keahlian

Tenaga Kerja

Pengembangan IPrEK dan lnovasi

untuk Meningkatkan Produktivitas

3

4

5

4 Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, darl

Sumber Daya Air

Peningkatan Produksi dan

Pemenuhan Kebutuhan Energi

Peningkatan Produksi, Akses dan

Kualitas Konsumsi Pangan

Peningkatan Kualitas dan

Aksesibilitas Sumber Daya Air
Peningkatan Daya Dukung SDA dan

Daya Tampung Lingkungan

Peningkatan Produksi dan

Pemenuhan Kebutuhan Energi

1

2

4

D

Stabilitas Keamanan

Nasional darl Kesuksesan

Pemilu

Kamribmas dan Keamanan Siber

Kesuksesan Pemilihan Umum

Pertaharan Wilayah Nasional

Kepastian H ukum dan Reformasi

Birokrasi

1

2

3

4

5.
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5. EfektivitasDiplomasi

Kolom Alokasi 2019 (dalam ribu rupiah)

Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap

Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit
Organisasi (Eselon t) kementerian/lembaga pada tahun 2019
(dalam satuan ribu rupiah).

Contoh: 5.O00.O0O

F. Sasaran ProgralI. (outcom-e) dan Indikator Kine{a program (IKp)

1. Kolom Kode

Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor dari Sasaran

Program yang akan dilaksanaka-n oleh Kementerian/ l,embaga

pada tahun 20 19.

2. Kolom Sasarar Program (Outamel

Memuat informasi hasil (ourcome) yang akan dicapai terkait
dengan pelaksanaan program yang dilaksanalan oleh ulit
organisasi kementerian/ lembaga.

Contoh:

a. MeningkatnAa kontibusi terhadap pemenuhan kebutuhan

lunian d.an permukiman gang lagak.

b- Meningkatngc, kantribusi terhadap pemenuhan kebutulwn air
mtnum bagi masgarakat,

3. Kolom Indikator Kinerja Program (IKP)

Memuat informasi indikator kinerja utama prograrn yang terukur.
Contoh:

a. L as Kewasan htmuh di perkotaan garlg ditangani;

b. Kauasan permukiman perdesaan gang ditangani; d.an

c. Lua,s kawasan permukiman kllttsus Aang ditangani.

4. Kolom Target 2019

Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator
kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/ lembaga pada

tahun 2019.

4
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Contoh:

a, 10O Km2 (Luas Kanaasan kumuh di perkotaan gang ditangani);
b. LOOO d.esa (Kduasan permukiman perdesaan gang ditarqani);
c, 50 Km2 (Luas kawasan permukiman khu.sus gqng ditangani).
Kolom Alokasi 2019 (satuan ditutis dalam ribu rupiah)
Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkal untuk setiap
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.

Contoh: Rp. 11.324.326,9 rib.t. (Alokasi biaga untuk sasaran
program' MeningkatnAa kontibusi terhadap pemenullqn kebuht han
hunian d-an permtkiman Aang laAak").

G. Attprut Program d.Lrn Indikator Output Program

1. Kolom Kode

Dalarn kolom kode, memuat informasi kode nomor dai Output
Program yang akan dilaksanakar pada talun 20 19.

2. Kolom OutputProgram

Memuat informasi output yar.Lg relevan untuk mencapai sasaran

program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan pada tahun
2019.

Contoh: Pembqngunan SPAM Perkataan,

3. Kolom Indikator OutprttProgram

Memuat informasi indikator utama d,ari output program

Contoh: Jumldh Sambungan SR Perkotaan.

4. Kolom Target 2019

Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator
kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada

tahun 2019.

Contoh:

a. 10O Km2 (Luas K@wasqn kumuh di perkotaan gang ditangani);

b. LOOO d.esa (Kawasan perrnukiman perdesaan gang ditangani);

c. 50 Km2 (Luas kalro-san permukiman klutsus Aang d.itangani).

5. Kolom Alokasi 2019 (satuar ditulis dalam ribu rupiah)

5
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Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap

kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.

Contoh: Rp. 11.324.326,9 nbu. (Alokasi biaya untuk sasaran
program " MeningkatnAa kontibusi terhad.q.p pemenulan kebutuhan
lwnian d.an permukiman gang lagak").

H. Kegiatan dan Pendanaan

1. Kolom Kode

Memuat informasi nomor kode Kegiatan ya]1g akan dilaksaralan
oleh kementerian/tembaga pada tahun 20 19.

Contoh: 241 1

2. Kolom Kegiatan

Memuat informasi nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh: Pembinaan dan Pengembangan Si,stem pengediaan Air
Minum-

3. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2019 (ribu rlpiah).
Memuat informasi indikasi alokasi pendanaan berdasarkan

sumber pendanaalnya yang mencal<up:

a. Rupiah Mumi;

b. Pinjamar (Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni
Pendamping (RMP);

c. Hibah (Hibah Luar Negeri (HLN) dan Rupial Murni
Pendamping (RMP));

d. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

e. (PDN);

f. Surat Berharga Syariah Neeara (SBSN);

g. Badan Layanan Umum (BLU); dan

h. Total indikasi pendanaan tahun 2019.

4. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam ribu rupiah)
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Dalam kolom prakiraan kebutuhan (prakiraan maju) memuat

informasi praliraan besaran kebutuhal anggaran untuk kegiatan

tahun 2020, 2021, dar, 2022.



ANAK LAMP1RAN IV

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04l20 18

TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

REKAP 3: KEGIATAN XEMINTERIAN/LEMBACA
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEDIBAGA (REN.IA K/LI

TAHUN ANGGARAN 2019

1. Kemeltrla!/ Lembaga

2, Program
3. Saaaratl PrograE
4. Kegiat n
5. Ullt Orgalrkasi (Eselon IIl
6. Sasrra! Keglatan

Sasaran keeratan 1.1

IKK I.I.I
IKK 1,1.2

Sasaran kegiatan L2

IKK I,2,I
tKK t.2.2

T."tEt 2Or9 Alot$t 2Or9 lRlbulIbde Ba.slr! Kegtetcr/ Inillletor Xinerja Kcgtrtc!
tIxxt

i-



7 Rirotr! Keat tra
r. PcDctman Xegtat r

Sasaran Kegiatan 1

Output | -l

Sub-output

1.1.I

1.1.1.2

Totrl

2

rode '(cqlat(al 
oufurutl

sub Outputl
XabupsteI

/Ihtr

IC.xra

Clta
PrograIn

Prioritas
KcEiater

Duturgnn

lTehetikl
1OO Jrdl
Pie3lden

rer&ngLs
Regulasl lRp Ribu)

1.1. ).1

I



I c. Perhitunga! Peadqtqan (T(rhurt 2079 dan pro,klra;.rn Mqu)

,aogl^bnl atquq atb
ouQdll(ortlor.n Brayd

,or9
(Rp Rrbu)

2020 2021 2042 2020 2021
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c. Surnber Pendanaal

I

1.1.1

11.1.1

1.1.1.2

Irdllelt F.nit.mu t -hun 2Ol9 lElhul

RupLb PIIPB PDIt BLg
PL1I RTIP IILtr RlIP HDII
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B

C

E

D

KETERANGAN REKAP 3: KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian/Lembaga

Diisi dengan nama kementerian/lembaga yang akan melaksanakan

Renja K/L.

Contoh: Kementerian Pekerjqaqn Umum d.an Perumahan Rakgqt.

Program

Diisi dengan nama program yang akan dilal<sanakan oleh unit
organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Contoh: Program Pembinaan dan Pengembangan Infra.struktur

Permukiman.

Sasaran Program

Diisi dengan }:.asil (outcomQ yang akan dicapai terkait dengan

pelaksanaan program yang dilalsalakan oleh unit organisasi

kementerian/lembaga.

Contoh: MeningkatnAa kontribusi terhadap pemenuluTn kebutuhan air
minum bagi ma.sy arakat.

Kegiatan

Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada tahun 2O19.

Contoh: Pembinaan dan Pewembangan Sistem PenAed.iaan Air Minum.

Unit Organisasi (Eselon II)

Diisi dengan narna Unit Eselon II yang bertanggung jawat atas

pelaksanaan kegiatan.

Contolt Direktorqt Pengembangan Sistem PenAed.iaan Air Minum.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

a. Kolom Kode

F

Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan
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yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

b. Kolom Sasaran Kegiatan

Diisi dengan sasaran kegiatan yang akan dicapai yang terkait

dengan sasaran RKP dar tugas dan fungsi kementerian/lembaga,

Sasaran tersebut dapat menyatukan Aitput prioritas dan Ourpu,

Reguler.

Contoh:

a. Terbangunng a SPAM Regional;

b. Terbangunnga SPAM Perkotaan;

c. Terbangannya SPAM Perdesaan; dan

d. Terbangunnga SPAM di Kauasan Khusus.

c. Kolom Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Diisi dengan indikator kinerja uta-ma kegiatan yang terukur.
ContolL:

a. Jumlah Sambuwan Rumah (SR) di kawasan regional

b. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkataan

c. Jumlah Sambungan Rumqh (SR) di perdesaan

d.. Jumbh Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus

d. Kolom Target 2019

Diisi dengan target yang akal dicapai dari suatu indikator
kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada

tahun 2019.

Contoh:

a. 35.O0O;

b. 290.000;

c. 491.52O;

d. 55.770.

e. Kolom Alokasi 2019 (dalam ribu rupiah)

Diisi dengan alokasi anggaral yang diusulkan untuk setiap

sasaran kegiatan yang ditulis dalarn satuan ribu rupiah.

Contoh: Rp. 395.7O9.000.0OO ditLtlis dengan 395.709,0



f. Kolorn Prioritas Nasional

Diisi dengan Prioritas Nasional RKP 201S yang didukung oleh

sasa.ran kegiatan tersebut.

Prb,itcrs Nasiona,l Tatun 2O19:

a. PembarLgunan Mqnusia melalui Pengurangan Kemiskinan d,an

Peningkatan Pelag anan Dasar

b. PengurarLgan Kesenjarugan Antanuilagah melelui Penguatan

Kone ktivit q.s d an Ke maritimqn

c. Peniftgkatan Nilai Tambah Ekonomi melatui Pertanian, Industri,

d-an Jasa Produktif

d. Pemantapan Ketqhanqn Dnergi, Pangary dan Sumber DaAa Air
e. Stabilitas Keqmanan Na.sional dan Kesu.ksesan Pemilu

Kolom Program Prioritas

Diisi dengar Program Prioritas RKP 2019 yang didukung oleh

sasaran kegiatan tersebut.

Program Prioritas Tahun 20 1 9 :

No Prioritas Nasional

1 Pembaagunan Manusia

melalui Pengurangan

Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

2 Pe[gurangar Kesenjargan

Antarwilayah melalui

Penguatan Konektivitas

Peningkatal Konektivitas

Pengembangan Telekomunikasi darr

Informatika

1

2

7-

Program Prioritas

1. PercepatanPengurangan

Kemiskinan

2. Peningkatan PelayananKesehatan

dan Gizi Masyarakat

3. Pemerataan Layalan Pendidikan

Berkualitas

4. Peningkatan Akses Masyaralat

Terhadap Perumahan dan

Permukiman Layak

5. Peningkatan Tata Kelola Layalan

Dasar



dan Kemaritiman 3. Pengembangan Pusat Kegiatan di
Wilayah Timur dal Pembangunan

Desa

4. Pembangunar Daerah Afirmasi

5. Pembangunan Konektivitas untuk
Mendukung Sektor Unggulan Hulu-
Hilir Perikanan

3 Peningkatan Nitai Tambah

Ekonomi melalui

Pertanian, lndustri, dan

Jasa Produktif

1

2

3

4

5

Peningkatan Ekspor dan Nilai

Tambah Pertaniar

Percepatan Peningkatan Nilai

Tambah Industri Pengolalan

Peningkatan Nilai Tambah Jasa

Produktif

Percepatar Peningkatan Keahlian

Tenaga Kerja

Pengembangan IPTEK dai Inovasi

untuk Meningkatkan Produktivitas

I Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan

Sumber Daya Air

4

o

1

2

3

Peningkatan Produksi dan

Pemenuhan Kebutuhan Energi

Peningkatan Produksi, Akses dan

Kualitas Konsumsi Pangal

Peningkatan Kualitas dan

Aksesibilitas Sumber Daya Air
Peningkatan Daya Dukung SDA dan

Daya Tampung Lingkungan

Peningkatan Produksi dan

Pemenuhan Kebutuhar Energi

5 Stabilitas Keamalan

Nasional dan Kesuksesan

Pemilu

Kamtibmas dan Keamanan Siber

Kesuksesan Pemilihan Umum

Pertahanan Wilayah Nasional

Kepastial Hukum dan Reformasi

Birokrasi

1

2

3

4

8
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5. EfektivitasDiplomasi

h. Kolom Kegiatan Prioritas

Berisi Kegiatan Prioritas RKP 2019 yang didukung oleh sasaran

kegiatan kementerian/ lembaga

G Rincian kegiatan

1. Pemetaan Kegiatan

a. Kode

Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaral
Kegiatatl Attwt/ Sub Output /Komporlerr.

b. Sasaran Kegiatar.l Attrytl StLb OutputlKomponen

1) Sasaran kegiatal

Diisi dengan sasaran kegiatan yang akan dicapai yang

terkait dengan sasaran RKP dan Tugas dan Fungsi

kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan

sasaran yang diibentuk oleh beberapa Altput (Attput
prioritas dan/atau Outpu, Reguter).

Contoh: TerbangunnA a SPAM RegionaL

2) Output

Memuat informasi output dari kegiatan

kementerian/lembaga dalam bentuk baralg/jasa. Untuk

output yang berasal dari proyek KL yang menjadi proyek

prioritas nasional, nomenklaturnya disesuaikal dengan

proyek KL yang menjadi prioritas nasional tersebut.

Contoh:

a) SPAM Umbulan Jawa nnur (Prioritas);

b) SPAM Regional.

3) Sub Oulput (opsional)

Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan output
secara lebih detail (a.1. clusterirlg berdasarkan Lokasi,

fokus, tahapan, dsb).

Contoh: SPAM Regional Jabodetebek.
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c

4) Komponen

Memuat informasi tahapan / pro ses/ bagiar pembentuk

dai output.

Contoh:

a) Detqil Engineering Design;

b) Pembangunan Fisik;

c) Stpen-tisi Teknis;

d) Administrqsi kegiatan/ ProAek.

Lokasi

1) Provinsi

Memuat informasi provinsi dimana kegiatal

dilaksanakan, l,okasi dapat lebih dari satu provinsi atau

nasional (apabila dilakukan di seluruh provinsi)

Contoh:

Jau.ta Timur, Jawa TengatL

2) Kabupaten/Kota

Memuat kabupaten/kota dimana kegiatai dilaksanakan,

Lokasi dapat lebih dad satu kabupaten/kota.

Contoh: Surabag a, Sidoqrjo, Semarang,

Nawa Cita

Memuat informasi mengenai pencapaian Nawa Cita yang

didukung oleh output kegiatan.

Nawa Cita:

1) Menghadirkan kembali negqra undtk melindungi segenap

bangsa dan memberkan rasq. aman kepada seluruh

uarga negara.

2) Membuat Pemerlntah selqlu hadir d.engan membartgun

tata kelola pemeintahan gang bersily efektif, demokratis,

dan terpercaga.

3) Membangun Indonesia dai pinggiran dengan m.emperkuat

d a.erah d-an desa dalam kerangka negara kescttuan.

d
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e

4) Memperbtat kehadiran negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum gang bebas

korupsi" bermartabdL d.an terpercaAq,

5) Meningkatkan kr./g,litas hidup manusia d.an masgarakat

Ind.onesia.

6) Meningkatkan produktiDita.s rakgat dan d.aAa saing di
pasar Internasional sehingga barlgsa Indonesia bisa maju

dan barLgkit bersama bartgsa Asia lainnga.

7) Mewujudkan kemandiian ekonomi d.engan menggerakkan

sektor strategi.s ekonomi d.omestik.

8) Melalstkan revofusi karakter bangsa,

9) Mempeneguh kebhinekaan d.an memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

Prioritas Nasional

Memuat informasi mengenai Prioritas Nasional yang didukung
oleh Output prioritas.

Program Prioritas

Memuat informasi mengenai Program Prioritas yarg didukung

oleh Oulpul prioritas.

Kegiatan Prioritas

Memuat informasi mengenai Kegiatan Prioritas yang

didukung oleh Attput prioitas.
Proyek Prioritas

Memuat informasi mengenai Proyek Prioritas Nasional yang

didukung oleh Oatpul prioritas.

Tematik (Dukungan APBN)

Kolom Program Tematik diisi dengan Program Tematik dari

output terkait. Beberapa tema terkait sebagai berikut:

1) Program Anggaran Infrastruktur;

2) Program Kefasama Selatan-Selatan dan Trialgutar
(KSSr);

3) Program Anggaran Responsif Gender (ARG);

4) Program terkait Mitigasi Perubahan Iklim (MPI);

f.

h
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2

5) Program Anggaran Pendidikan;

6) Program Aaggaran Kesehatan; dan

7) Program terkait Adaptasi Perubahan lklim (API).

j. 100 Janji Presiden

Kolom 1O0 jalji Presiden memuat tentang outryt keglatar,
yang mendukung 1OO janji Presiden.

k, Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi memuat (i) output kegiatan dalam rangka

menJrusun atau merevisi regulasi dan (ii) juga kegiatal yang

di dalamnya membutuhkan dukungan regulasi. Batasan

Kerangka Regulasi datam hal ini adalah terkait dengan

regulasi yalg mengatur ke luar atau terkait dan berdampat<

pada kementerian/lembaga lain.

Perhitungan Pendanaar (Tahun 2019 dan Prakiraan Maju)

a. Target/Volume

Diisi dengan target/volume pencapaian dari suatu sasarar,

output dan komponen yang al<al dilaksanakan

kementerian/lembaga pada tahun yang direncanakan.

Contoh: 50

b. Satuan

Diisi dengar satuan ukur (unit ukur) dari target (a.1. km,

paket, dokumen, dan sebagainya).

Contoh; Km

c. Satuan Biaya (dalam ribu rupiah)

Memuat informasi satuan biaya untuk setiap satu unit ukur,
Contoh: 40

d. Alokasi Biaya (dalam ribu rupiai)
Memuat informasi jumlah alokasi anggaran untuk sasaran

kegiataJf/ output/ s-ub-output dalr komponen.

Contotu Rp. 2. OOO. OOO.OO0

e. Prakiraan maju

1) Target
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Memuat informasi target/volume yang akan dicapai dari
sasaran kegiatan dar. output dalam 3 (tiga) tahun ke

depan.

2) Alokasi

Memuat informasi alokasi anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai target yang akal dicapai dari sasatan

kegiatan dan outryt dalam 3 (tiga) tahun ke depal.
Sumber Pendanaan

a. Jenis Komponen (Utama/ Pendukung)

Memuat informasi klasifikasi jenis dari suatu komponen,

termasuk sebagai Komponen Utama atau Komponen

Pendukung.

b. Indikasi pendanaan (dbu rupiah)

Memuat indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber
pendanaannya yang mencakup:

1) Rupiah Murni;

2) Pinjaman (Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni
Pendamping (RMP);

3) Hibah (Hibah Luar Negeri (HLN) dan Rupiah Mumi
Pendamping (RMP));

4) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

5) Pinjaman Dalam Negeri (PDN);

6) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

7) Badan Layanarr Umum (BLU); dan

8) Total lndikasi Pendanaan Tahun 2019.

SEKR.BTARIS XEMEITTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUITAI{ NASIOI{ALI

SEKRBTARIS UTAMA BADITN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

3
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